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2ABSTRAK 
Penelitian   disertasi  yang  berjudul  “Hukuman  Fisik  Terhadap  Santri
Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam dan Penerapannya di Pesantren (Studi
pada  Pesantren  Raudhatul  Ulum  Sakatiga  dan  Pesantren  Syafa’atut  Thullab
Bakung)” bertujuan untuk menganalisis, menginterprestasikan dan mengevaluasi
hukuman  fisik  terhadap  santri  ditinjau  dari  perspektif  pendidikan  Islam  dan
penerapannya pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut
Thullab Bakung.
Prosedur  penelitian yang digunakan adalah  pendekatan  desain  kualitatif
dengan metode penelitian  studi kepustakaan,  penelitian lapangan (studi  kasus),
dan  penelitian  evaluasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  studi
pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis
yakni  dengan  cara  reduksi  data,  triangulasi,  display  data  dan  verifikasi  data.
Pengujian  keabsahan  data  yakni  dengan  cara  kredibilitas,  transferabilitas,
dependabilitas dan konfirmabilitas.
Hasil  penelitian ini  menunjukkan: (1) Paradigma hukuman fisik  dalam
perspektif  pendidikan Islam berdasarkan teks  al-Qur’an  dan Hadist  Nabi  Saw.
serta  pendapat  para  ulama  bahwa  dalam  mendidik  peserta  didik,  Islam
membolehkan  penerapan  hukuman  fisik sebagai  sarana  untuk  meluruskan  dan
menyadarkan  peserta  didik  dengan  sesuatu  yang  tidak  menyakitkan  atas
kekeliruannya.  Tentu  saja  yang  dimaksud  hukuman  fisik  misalnya  memukul
adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan. Namun
demikian, kebolehan tersebut bukan berarti pendidik dapat melakukan sekehendak
hatinya, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dan
anggota  bagian  mana  yang  diperbolehkan  untuk  dikenai  hukuman  fisik.
Karenanya,  apabila  penerapan  hukuman  fisik  harus  dilakukan  maka  pendidik
memilih bentuk hukuman fisik  yang paling ringan akibatnya; (2) Bagi pesantren
terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga maupun Pesantren Syafa’atut
Thullab Bakung, penerapan hukuman fisik terhadap santri tidak dipahami sebagai
sebuah  tindak  kekerasan,  tapi  sebagai  proses  pendisplinan,  pemeliharan,
pembelajaran dan sekaligus penegakan HAM di lingkungan pesantren. Sehingga,
dalam jangka panjang di harapkan out put pesantren dapat mengerti betul tentang
HAM dan proses  penegakkannya.  Selain itu,  praktik penerapan hukuman fisik
terhadap santri yang diberlakukan di pesantren sesungguhnya tidak seradikal dan
sekejam aksi kekerasan yang terjadi di luar dunia pesantren, seperti yang biasa
terjadi di dalam sel tahanan atau camp militer. Sebab, tujuan dasar dari penerapan
hukuman fisik terhadap santri di lingkungan pesantren adalah untuk menegakkan
pendisiplinan bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren, bukan
sebagai aksi balas dendam atau adu kekuatan. Lebih dari itu, penerapan hukuman
fisik  terhadap  santri  adalah  bentuk  hukuman  terakhir  yang  ditempuh  setelah
melalui proses sebelumnya yakni peringatan dan skorsing. Artinya, ketika santri
yang melanggar sudah berubah dan kembali ke jalur yang benar setelah mendapat
teguran  dan  skorsing,  maka  penerapan  hukuman  fisik  terhadap  santri  tidak
diberlakukan lagi; (3) Penerapan hukuman fisik terhadap santri di pesantren masih
3sangat  relevan  dengan  perspektif  pendidikan  Islam.  Bahkan  dalam  perspektif
pesantren  penerapan hukuman fisik sangat diperlukan dalam menegakkan disiplin
bagi  santri  dan  menjaga  ketertiban  di  lingkungan  pesantren.  Pesantren  tetap
konsisten dan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang selama ini dipelajari dan
diakui kebenarannya, dan pesantren tetap yakin bahwa penerapan hukuman fisik
adalah ajaran Islam yang sarat dengan makna dan mashalat bagi santri, serta tidak
bertentangan dengan prinsip HAM.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dilatarbelakangi  pro  dan  kontra  mengenai  penerapan  hukuman  fisik
terhadap  santri  yang  diterapkan  pada  pesantren  dengan  sebuah  alasan  karena
hendak  mendisiplinkan  santri  dan  menjaga  ketertiban  di  lingkungan  pesantren
merupakan  topik  yang  masih  menuai  perdebatan  diberbagai  kalangan.1 Bagi
kalangan  yang  pro,  penerapan  hukuman  disiplin  (corporal  punishment)  ini
merupakan sebuah kewajaran untuk mendidik dan memperbaiki perilaku santri.
1Secara etimologi pesantren atau yang acapkali disebut juga dengan istilah pondok pesantren, 
berasal dari kata “santri” yang mendapat tambahan kata “pe” di depan dan akhiran “an” berarti 
tempat tinggal para santri. Karena itulah ketika orang menyebut kata pesantren yang terbayang 
adalah tempat di mana para santri belajar dan menuntut ilmu keagamaan Islam. Kata “santri” 
sendiri menurut Nurcholish Madjid, ada yang memandangnya berasal dari bahasa Sansekerta dan 
ada pula yang memandangnya berasal dari bahasa Jawa. Dari bahasa Sansekerta, kata santri 
berasal dari kata “sastri” yang berarti melek huruf. Sementara dari bahasa Jawa, kata “santri” 
berasal dari kata “cantrik”, yakni orang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru itu pergi
atau menetap. Lihat Zamakhsari Dofier, Tradsisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai,
(Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 18. Lihat juga Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren: Sebuah 
Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 19-20. 
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Sebaliknya,  bagi  mereka yang tidak sepakat  berpendapat  bahwa substansi  dari
penerapan  hukuman  disiplin  itu  sebenarnya  bersifat  kekerasan  (violent),  yang
cenderung merugikan santri baik secara fisik maupun psikis.
Dalam menanggapi  hal  ini,  pesantren  tidak  lantas  bersikap  radikal  dan
acuh.  Di  satu  sisi,  kalangan  pesantren  tetap  menghargai  pendapat  dan
kekhawatiran  kelompok  yang  mengganggap  bahwa  penerapan  hukuman  fisik
terhadap  santri  tidak  relevan  dan  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia
(HAM). Namun di sisi lain, pesantren juga tetap konsisten dan berpegang teguh
dengan ajaran Islam yang selama ini dipelajari dan diakui kebenarannya, terutama
yang  terkait  dengan  penerapan  hukuman  fisik.  Pesantren  tetap  yakin  bahwa
penerapan  hukuman  fisik  adalah  ajaran  Islam  yang  sarat  dengan  makna  dan
maslahat bagi santri, serta tidak bertentangan dengan prinsip HAM.  
26
...Wanita  yang  kamu khawatirkan  nusyūznya,  maka  nasehatilah  mereka
dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian
jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari  jalan untuk
menyusahkan mereka... (Q.S. An-Nisā’/4: 34)2
2Tim Redaksi, Al Mumayyaz: Al-Qur’an Tajwid, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2014),  hal. 84.
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Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh
tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh
tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud).3
Inilah  dasar  paradigma  pesantren  dalam  penerapan  hukuman  disiplin
terhadap santri, di mana semua aturan telah ditetapkan Allah dan terkait langsung
dengan religius spiritual.  Kemudian siapa yang melaksanakannya sama dengan
melaksanakan  ibadah. 
Pesantren  mengqiyaskan4 (menganalogikan) kata “pukullah mereka” pada
teks ayat dan hadits tersebut tidak hanya berbicara mengenai istri yang serong
dengan  laki-laki  lain  (nusyūz)5 dan  perintah  shalat,  tetapi  pesantren
menganalisisnya  untuk  masalah  pendidikan  secara  umum.  Dikatakan  bahwa
seorang guru dapat saja memukul muridnya, seorang ustadz dan ustadzah boleh
memukul santrinya, orang tua boleh saja memukul anaknya, seorang suami boleh
saja memukul istrinya, dan lain sebagainya. 
Sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  semua  tindakan  di  muka  maka
penerapan  hukuman  fisik  yang  dilakukan  ini  bukanlah  untuk  menyakiti,
menyiksa,  dan  memuaskan  diri.  Penerapannya  tidak  boleh  dilakukan  dengan
maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan
3Abu Dawud, Terjemahan Sunan Abu Dawud, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, 
(Semarang: t.p., 1992), hal. 326.
4Secara etimologi, qiyas menurut arti bahasa arab ialah penyamaan ,membandingkan atau 
pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Lihat Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, 
(Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2012), hal. 35. 
5Secara etimologi, nusyūz merupakan masdar dari fi’il nasyāza-yansyūzu berarti durhaka, 
menentang dan membenci, bertindak kasar. Nusyūzu az-Zaujah berarti kedurhakaan, penentangan 
istri terhadap suami. an-Nusyūz artinya tinggi hati; wanita yang nusyūz ialah wanita yang bersikap 
sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan 
membenci suaminya. Lihat Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, hal. 1161 dan hal 1419. 
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keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya.
Hukuman  fisik  yang  diterapkan  haruslah  dalam rangka  mendidik,  yang  harus
disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan
ayah  terhadap  anak-anaknya  dan  dilakukan  oleh  ustadz/ustadzah  terhadap
santrinya.6 
M. Quraish Shihab dalam Tafsîr Al-Mishbâh, kata                    yang
diterjemahkan  dengan  pukullah  mereka terambil  dari  kata  dharaba  yang
mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti  memukul,  tidak
selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan
kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh        al-
Qur’an  yadhribûna  fî  al-ardh  yang  secara  harfiah  berarti  memukul  di  bumi.
Karena itu, perintah di atas,  dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul
Saw. bahwa dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.7
6Syahid Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil-Qur’an di bawah Naungan al-Qur’an, Terj. As’ad Yasin 
dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 358.
7Lihat M. Quraish Shihab,  Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2009), hal. 519. Lihat juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin 
As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: eLba Fitra Mandiri Sejahtera, 2011), 
hal. 342.
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Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau
kedua belah pihak ini—antara pesantren (ustadz)  dengan santri—berada dalam
kondisi harmonis dalam penerapan hukuman fisik yang amat sensitif ini. Tindakan
itu hanya boleh dilakukan sebagai antisipasi kerusakan (dar’al-mafâsid).8 Dar’al-
mafâsid, artinya mencegah kerusakan yang lebih besar. Karenanya, tindakan itu
tidak boleh dilakukan kecuali kalau penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan
dengan cara tersebut.
Ketika  nasihat  sudah  tak  berguna,  ketika  skorsing  juga  tidak  berguna,
maka sudah tentu  penyimpangan ini  sudah lain  macamnya.  Tingkatannya  juga
sudah lain, yang tak mempan diselesaikan dengan cara-cara lain kecuali dengan
hukuman fisik ini. Kenyataanya dan pengalaman kejiwaan dalam beberapa kasus
menunjukkan  cara  yang  paling  tepat  untuk  menyelesaikan  konflik  kejiwaan
tertentu  dan  memperbaiki  perilaku  pelakunya  serta  memuaskan  hatinya.
Menghukum  merupakan  sesuatu  yang  ”tidak  disukai”  namun  perlu  diakui
bersama,  bahwa  hukuman  itu  memang  diperlukan  dalam  pendidikan  karena
berfungsi  menekan,  menghambat  dan  mengurangi  bahkan  menghilangkan
perbuatan yang menyimpang.9
8Benturan antara mashlahat dan mafsadat, dalam artian kalau ingin mengerjakan kemaslahatan 
tersebut, mesti melakukan mafsadatnya. Jika hal ini yang terjadi, secara umum dapat diuraikan 
sebagai berikut: (1) Apabila mafsadatnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari 
mafsadat itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut, (2) Apabila maslahatnya jauh 
lebih besar dibandingkan dengan mafsadat yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih 
diutamakan daripada menghindari mafsadatnya. Oleh karena itu, jihad berperang melawan orang 
kafir disyari’atkan, karena meskipun ada mafsadatnya yaitu hilangnya harta, jiwa dan lainnya, 
namun maslahat menegakkan kalimat Allah di muka bumi jauh lebih utama dan lebih besar, (3) 
Apabila maslahat dan mafsadat seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadat lebih 
didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada. Berdasarkan kaidah umum: (Menghilangkan
mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah maslahat).Untuk mengetahui perincian
permasalahan ini lihat kembali kaidah (Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan). Lihat 
Asmawi, Perbandingan Usul Fqih, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 57.
9Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran secara Manusiawi, (Jakarta:Rineka Cipta. Cet. Ke-
1, 1993), hal. 165.
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Bagaimanapun keadaannya, yang menetapkan cara-cara pemecahan seperti
ini  adalah  Allah  Sang  Pencipta.  Dia  lebih  mengerti  tentang  manusia  yang
diciptakan-Nya.  Semua  bantahan  terhadap  firman  Tuhan  Yang Maha Mengerti
lagi Maha Mengetahui ini adalah caci-maki dan kekalutan pikiran. Penentangan
dan penolakan terhadap apa yang telah dipilihkan oleh Sang Maha Pencipta dapat
menjadikan yang bersangkutan keluar dari kawasan keimanan secara total “kafir”.
Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya. (QS. al-Baqarah/2: 2)10
Ibnu ‘Abbaas radliyallaahu ‘anhumaa berkata :
نم دحج قق ساف ملاظ وهف ،مكحي ملو هب رر قأ نمو .رفك دقف لا لزنأ ام .
“Barangsiapa yang mengingkari apa-apa yang diturunkan Allah,  maka ia
kafir.  Barangsiapa  yang  mengikrarkannya  namun  tidak  berhukum
dengannya, maka ia dhalim lagi fasiq”11 
Dari  penelaahan peneliti  terhadap teks al-Qur’an dan hadits  Nabi  Saw.,
menurut pemahaman peneliti ada kemiripan redaksi ayat dan hadits tersebut. 
Tabel 1.1
Kemiripan Redaksi Ayat Dan Hadits Mengenai Hukuman Fisik
Dari Segi Urutan Kata
No QS. An-Nisā’/4 : 34 Hadits
1 Dinasehati isterimu Disuruh anakmu
10Tim Redaksi, Op. Cit., hal. 2. 
11Diriwayatkan oleh Ath-Thabariy dalam Tafsir-nya 6/166 dan Ibnu Abi Haatim dalam Tafsir-nya
4/1142 no. 6426 & 4/1146 no. 6450; hasan lighiarihi.
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2 Pisahkan dari tempat tidur Pisahkan tidurnya
3 Pukullah isterimu Pukullah mereka
Dari tiga tingkatan, yang peneliti  soroti adalah  yang nomor tiga,  karena
ada kata “ Pukullah mereka”. Kaitannya dengan penelitian ini ialah, kata pukulan
itu,  termasuk bentuk  hukuman  fisik.  Menurut  ketentuan  deklarasi  Hak  Asasi
Manusia (HAM) dan  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pukulan
–hukuman fisik–itu sendiri termasuk kekerasan.
Zaman dulu, ketika ada santri lapor kepada orang tuanya karena dihukum
oleh pesantren, orang tua justru malah menambah hukumannya karena orang tua
yakin pesantren tidak semata-mata memberikan hukuman kepada anaknya, kalau
anaknya tidak berbuat kesalahan. Dengan kata lain, orang tua benar-benar percaya
kepada  pesantren. Bahkan  pada  saat  mendaftarkan  anaknya,  orang  tua
memberikan  kebebasan  kepada  pesantren  untuk  melakukan  apa  saja  kepada
anaknya, yang penting anaknya dididik, bisa mengaji, baca, tulis, dan berhitung.
Zaman  sekarang,  ketika  ada  kasus  kecil  saja,  ada  oknum  orang  tua
“lebay” yang  langsung  lapor  polisi  sambil  bawa  pengacara  mengadukan
kekerasan yang dilakukan guru terhadap anaknya.12 Satu contoh di  awal  tahun
2016,  ramai  dibicarakan  guru  yang  bermaksud  melaksanakan  tugas  dan
kewajibannya mendidik dan membina muridnya harus menanggung akibat yang
memilukan  dari  orang  tua  siswa. Atas  nama  perlakuan  diskriminatif  terhadap
anak,  polisi  dan  jaksa  “menyeret”  guru  SD  di  Majalengka,  Jawa  Barat,  Aop
12Viral di media elektronik dan media sosial kisah guru yang ditahan karena menghukum murid 
dengan cubitan. Lihat https://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-sekarang-orang-tua-gampang-
laporkan-guru-yang-hukum-anaknya.html. 
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Saopudin ke pengadilan. Selain dengan tuduhan mendiskriminasikan anak, Aop
juga dinilai menganiaya dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada
siswanya.  Kasus  bermula  saat  guru  honorer  SD  Negeri  Penjalin  Kidul  V,
Majalengka,  Jawa  Barat,  Aop  Saopudin  melakukan  razia  rambut  gondrong  di
kelas III. Dalam razia itu, didapati empat siswa yang berambut gondrong yaitu
AN,  M,  MR dan  THS.  Mendapati  rambut  gondrong  ini,  Aop  lalu  melakukan
tindakan disiplin dengan memotong rambut THS ala kadarnya sehingga gundul
tidak beraturan.  Sepulang sekolah,  THS menceritakan hukuman disiplin  itu  ke
orang tuanya, Iwan Himawan. Atas laporan itu, Iwan tidak terima dan mendatangi
sekolah.  Iwan  marah-marah dan  mengancam balik  Aop.  Tidak  sampai  di  situ,
Iwan  lalu  “menggunduli”  Aop  dan  melaporkannya  ke  polisi.  Atas  tragedi
pendidikan  ini,  guru  di  Majalengka  tidak  terima  dan  melaporkan  balik  Iwan.
Kasus ini  berlanjut  ke pengadilan. Aop awalnya dihukum pidana percobaan di
tingkat pertama dan banding. Mahkamah Agung (MA) lalu membebaskan Aop
karena sebagai guru, tugasnyalah mendidik siswa, termasuk mencukur siswa yang
gondrong.13
Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan
terhadap  santri  oleh  pesantren  adalah  Pasal  54  UU  bahwa Pasal  1  ayat  15a
mendefinisikan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Pasal 9 ayat
13Lihat http://news.detik.com/berita/3109585/diskriminasi-dan-petaka-guru-mencukur-siswa-
dibalas-ortu-cukur-balik-guru. Saat itu, dua stasiun TV swasta, yakni TVOne dan Metro TV, juga 
meliput dan menyiarkan kasus tersebut.
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1a  menyebutkan  bahwa  “setiap  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  di
satuan pendidikan dari  kejahatan seksual  dan kekerasan yang dilakukan oleh
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Pasal
54  ayat  1  menyebutkan  bahwa  “anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan
pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dan tindak kekerasan fisik, psikis,
kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”14 
Tindakan  hukuman  disiplin  yang  dilakukan  oleh  pesantren,  yang  pada
waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya,
pesantren seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin
dan tata tertib pesantren, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang
tua  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  pembela  anak  atas  tuduhan
melakukan kekerasan terhadap santri.
Dampak dari  dilema tersebut,  akhirnya  pesantren menjadi  kurang tegas
terhadap  santri  yang  “nakal”  atau  melanggar  tata  tertib  pesantren.  Para  santri
tersebut  dibiarkan  saja,  dari  pada  nantinya  pesantren  terkena  masalah  hukum.
Ketidaktegasan  pesantren  berdampak  terhadap  semakin  rendahnya  wibawa
pesantren di  hadapan santri,  khususnya di  kalangan santri  yang nakal.  Mereka
semakin  seenaknya  melanggar  tata  tertib  pesantren,  karena toh tidak  akan
dihukum. Pesantren akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap,
perilaku, etika, dan sopan santun santri.
14Lihat Pasal1 ayat 15a, Pasal 9 ayat 1a dan Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak.
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Proses  pendidikan  yang  seharusnya  meliputi  tiga  ranah,  yaitu  sikap,
pengetahuan,  dan  keterampilan,  lebih  dominan  pada  ranah  pengetahuan.
Akibatnya,  banyak anak pintar tapi sikap dan perilakunya kurang baik,  jumlah
kenakalan  remaja  semakin  meningkat  dan  semakin  mengkhawatirkan,  bahkan
sudah  masuk  ke  kategori  tindakan  kriminalitas,  seperti  mencuri,  merampok,
menganiaya, memerkosa, bahkan sampai membunuh. Hal tersebut tentunya tidak
dapat  dibiarkan.  Ini  adalah  pekerjaan  besar  yang  harus  dipikirkan  dan  dicari
solusinya antara pesantren, orang tua/wali santri, pemerintah, dan masyarakat. 
Di  sisi  yang  lain, harus diakui,  bahwa zaman  semakin  maju.  Hantaman
globalisasi yang sangat dahsyat melahirkan paham-paham baru yang diusung oleh
bangsa  barat  melalui  propaganda  yang  menarik.  Pendidikan pesantren pun
menjadi “korban”. 
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sebelum 
kamu mengikuti agama mereka. (QS. al-Baqarah/2: 120)15
15Tim Redaksi, Op. Cit., hal.  19.
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Mereka  hendak  memadamkan  cahaya  (agama  Allah)  dengan  mulut
(ucapan-ucapan) mereka. (QR. At-Taubah/9: 32)16
Di sisi lain, pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan yang masih
mewarisi pola lama, yakni menghukum secara fisik untuk menegakkan disiplin
dan menjaga ketertiban. Pesantren merasa hal ini suatu yang biasa. Oleh karena
itu, sebelum wafat KH. Imam Zarkasyi (pendiri dan pimpinan Pesantren Modern
Gontor)  berpesan,  “apa  yang ada  di  sini  (baca:  sistem),  jika  diteruskan,  Insya
Allah, pesantren akan maju. Jika akan membuat inovasi, harap berhati-hati!”. Hal
itu  bermakna  bahwa  sistem  pesantren  dengan  dinamikanya  telah  final,  sebab
sistem  itu  “benar,  lagi  telah  menghasilkan”.  Bagi  alumni  santri  dinamika
pesantren  merupakan  kenangan  indah  yang  akan  terbawa,  tertularkan,
tersyiarkan.17
 Dulu ketika orang tua tahu bahwa anaknya dihukum di pesantren. Baik
disetrap  di  depan  kelas  maupun  disabet  rotan  atau  penggaris  kayu  hingga
membuat belar merah di kaki, orangtua bukannya marah pada pesantren, kepada
16Ibid., hal. 192. 
17Lihat Nashrullah Zarkasyi, “Dua Belas Jam Menuju Senja di Pondok Modern Darussalam” 
dalam http://www.gontor.ac.id/2016/10/dua-belas-jam-menuju-senja-di-pondok-modern-
darussalam.html, diakses 30 Oktober 2016. 
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ustadz  yang  mendidik  anaknya,  melainkan  memberikan  hukuman  tambahan
kepada anaknya. Tetapi, hal itu tidak berlaku pada era melinium ke-3. 
Karena  itu,  tidak  heran  bila  sebagian  besar  pesantren  menentang  keras
anggapan  sementara  orang  bahwa  penerapan  hukuman  fisik  terhadap  santri
tersebut  termasuk dalam aksi  kekerasan yang melanggar  prinsip-prinsip HAM.
Bagi pesantren, penerapan hukuman fisik terhadap santri tidak dipahami sebagai
sebuah  tindak  kekerasan,  tapi  sebagai  proses  pendisiplinan,  pemeliharan,
pembelajaran dan sekaligus penegakan HAM di lingkungan pesantren. Sehingga,
dalam jangka panjang di harapkan out put pesantren dapat mengerti betul tentang
HAM dan proses penegakkannya.
Selain  itu,  praktik  penerapan  hukuman  fisik  terhadap  santri  yang
diberlakukan  di  pesantren  sesungguhnya  tidak  seradikal  dan  sekejam  aksi
kekerasan yang terjadi di luar dunia pesantren, seperti yang biasa terjadi di dalam
sel  tahanan atau  camp militer. Sebab,  sekali  lagi,  tujuan dasar  dari  penerapan
hukuman fisik  terhadap santri di lingkungan pesantren adalah untuk menegakkan
pendisiplinan bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren, bukan
sebagai aksi balas dendam atau adu kekuatan. Lebih dari itu, penerapan hukuman
fisik   terhadap  santri  adalah  bentuk  hukuman  terakhir  yang  ditempuh  setelah
melalui proses sebelumnya yakni peringatan dan skorsing. Artinya, ketika santri
yang melanggar sudah berubah dan kembali ke jalur yang benar setelah mendapat
teguran dan skorsing, maka penerapan hukuman fisik  santri tidak diberlakukan
lagi.
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Dan barangsiapa  yang  mengerjakan  kejahatan  dan  menganiaya  dirinya,
kemudian  ia  mohon  ampun  kepada  Allah,  niscaya  ia  mendapati  Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa’/4: 110)18
Adanya proses dan tahapan pengadilan di atas (peringatan, skorsing, dan
penerapan hukuman fisik), tak lepas dari doktrin teologis pesantren yang selalu
mengutamakan pendekatan persuasif dari pada pendekatan agresif dan aksioner. 
Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhanmu  dengan  hikma  dan  pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (QS. an-Nahl/16:
125)19
Namun, terlepas dari berbagai pro-kontra yang mengelilinginya, akan lebih
bijak ketika pembicaraan tentang pesantren harus lebih mengarah pada bagaimana
pesantren  agar  tetap  maju  dan  berkembang  serta  bisa  menghadapi  tantangan
zaman  global  ini.  Tidak  etis  rasanya  ketika  hanya  melihat  pesantren  dari  sisi
sebagaimana  pendapat  yang  pro,  dan  kurang  bijak  juga  ketika  menempatkan
18Tim Redaksi, Op. Cit., hal. 96.
19Ibid., hal. 281.
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pesantren pada “tempat suci” yang sakral. Dalam konteks inilah, kritik terhadap
pesantren  menjadi  penting,  dan  “ijtihad”  untuk  memajukan  pesantren  menjadi
sebuah keniscayaan. 
Tertarik  dan  termotivasi  dengan  fenomena  tersebut  di  atas,  peneliti
kemudian  tergerak  untuk  melakukan  studi  ini  untuk  memotret  hukuman  fisik
terhadap  santri  ditinjau  dari  perspektif  pendidikan  Islam dan  penerapannya  di
pesantren. Studi  demikian,  menurut  hemat  peneliti,  perlu  dilakukan  untuk
memahami  pesantren,  mengasuh,  membentuk  karakter,  dan  melindungi  santri.
Karena  sistem  pendidikan  pesantren  memiliki  konsep  pengasuhan  yang  unik.
Bahkan  dapat  dikatakan  keseluruhan  sistem  pendidikan  pesantren  merupakan
pengasuhan terhadap santri. Studi ini, menelaah penerapaan hukuman fisik pada
Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung.
Kedua  pesantren  ini  dipilih  bukan  karena  pada  pesantren  ini  misalnya  pernah
terjadi  kasus  hukuman  fisik  terhadap  santri  yang  dilaporkan  ke  pihak  yang
berwajib.  Tetapi  pilihan  terhadap  kedua  pesantren  itu,  lebih  didasarkan  pada
kemudahan  akses  terhadap  data  yang  diperlukan.  Sebab  sejatinya  banyak
pesantren  di  wilayah  Sumatera  Selatan.   Di  samping  itu,  kedua  pesantren  ini
dipilih didasarkan pada tipologi pesantren, mewakili pesantren modern  (khalaf)
dan pesantren tradisional (salafi).
B. Fokus Masalah
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pada hukuman fisik terhadap
santri ditinjau dari perspektif pendidikan Islam dan penerapannya di pesantren,
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terutama  pada  Pesantren  Raudhatul  Ulum  Sakatiga  dan  Pesantren  Syafa’atut
Thullab Bakung.
C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perspektif pendidikan Islam tentang hukuman fisik terhadap santri?
2. Bagaimana penerapan hukuman fisik terhadap santri pada Pesantren Raudhatul
Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung?
3. Bagaimana  relevansi  penerapan  hukuman  fisik  terhadap  santri  di  pesantren
dengan perspektif pendidikan Islam?
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk  menganalisis  perspektif  pendidikan  Islam  tentang  hukuman  fisik
terhadap santri.
2. Untuk menginterprestasikan penerapan hukuman fisik terhadap santri  pada
Pesantren  Raudhatul  Ulum  Sakatiga  dan  Pesantren  Syafa’atut  Thullab
Bakung.
3. Untuk mengevaluasi  relevansi  penerapan hukuman fisik  terhadap santri  di
pesantren dengan perspektif pendidikan Islam.
E. Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat teoritis penelitian ini adalah:
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1. Temuan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  terhadap
pengembangan  ilmu  pendidikan  umumnya,  khususnya  mengenai  hukuman
fisik  terhadap  santri  ditinjau  dari  perspektif  pendidikan  Islam  dan
penerapannya  di  pesantren,  terutama  pada  Pesantren  Raudhatul  Ulum
Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung. 
2. Temuan penelitian ini dapat memberikan konstribusi yang berharga terhadap
pengembangan  model/metode  penerapan  hukuman  fisik  terhadap  santri  di
pesantren ditinjau dari perspektif pendidikan Islam, terutama pada Pesantren
Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung, sehingga
dapat  dijadikan  bahan  acuan  dan  referensi   “sebagai  pintu  masuk”  oleh
peneliti selanjutnya.
3. Temuan  penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan  ilmu  pengetahuan  bagi
peneliti  khususnya   mengenai  hukuman  fisik  terhadap  santri  ditinjau  dari
perspektif pendidikan Islam dan penerapannya di pesantren, terutama pada
Pesantren  Raudhatul  Ulum  Sakatiga  dan  Pesantren  Syafa’atut  Thullab
Bakung. 
Secara praktis temuan dari penelitian ini:
1. Bagi pesantren: mendapat gambaran dan informasi mengenai hukuman fisik
terhadap santri  ditinjau dari perspektif pendidikan Islam, sehingga menjadi
sumbangan pemikiran  yang berharga   untuk pengembangan model/metode
penerapan  hukuman  fisik  yang  relevan dalam  konteks  sekarang  terhadap
santri di pesantren, terutama pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan
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Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung, selain itu untuk mencari strategi yang
efektif  dalam menciptakan suasana pesantren yang ramah anak. 
2. Bagi  ustadz  dan  ustadzah  serta  santri  senior:  temuan  penelitian  ini  dapat
berguna sebagai rambu-rambu dalam penerapan hukuman fisik yang relevan
dalam konteks sekarang terhadap santri di pesantren, terutama pada Pesantren
Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung dalam
rangka penegakkan disiplin bagi santri dan menjaga ketertiban di lingkungan
pesantren,  dan  sekaligus  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menghadapi
dilema hukuman fisik, agar tidak dituduh melakukan perbuatan kriminal dan
berurusan dengan Komisi  Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI)  dan pihak
kepolisian. 
3.  Bagi  orang  tua santri:  temuan  penelitian  ini  diharapkan sebagai  bahan
pertimbangan dan saran tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk pengaduan
yang  melibatkan  pesantren,  ustadz/ustadzah  dan santri senior  dalam
penerapan  hukuman  fisik  terhadap  santri  di  pesantren,  terutama  pada
Pesantren  Raudhatul  Ulum  Sakatiga  dan  Pesantren  Syafa’atut  Thullab
Bakung  dalam penegakkan  disiplin  bagi  santri  dan  menjaga  ketertiban  di
lingkungan pesantren.
4. Bagi pemerintah: temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan
bagi pemerintah khususnya dalam merumuskan dasar pijakan yang berkaitan
dengan hukum, moral,  dan ketertiban yang bersumber dari  undang-undang
dan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga lebih memperjelas persepsi
penerapan  hukuman  fisik terhadap  santri  di  pesantren  dengan  tindak
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kekerasan, serta lebih memperhatikan perlindungan hukum khususnya bagi
pesantren, ustadz/ustadzah dan santri senior yang terkait kasus hukum dalam
penegakkan  disiplin  bagi  santri  dan  menjaga  ketertiban  di  lingkungan
pesantren, sekaligus bagi para hakim di pengadilan, sebagai gambaran dan
bahan  informasi  mengenai  penerapan  hukuman  fisik  terhadap  santri  di
pesantren dapat  dikategorikan sebagai  alat  pendidikan bisa pula perbuatan
kriminal,  sehingga dapat  memberikan pertimbangan untuk keputusan yang
adil.
F.  Penegasan Istilah
Dalam penelitian  ini  perlu  ditegaskan  beberapa  istilah  yang  digunakan
berkaitan  dengan  “Hukuman  Fisik  Terhadap  Santri  Ditinjau  dari  Perspektif
Pendidikan  Islam dan  Penerapannya  di  Pesantren  (Studi  pada  pada  Pesantren
Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung)”.
1. Hukuman Fisik  
Kata hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai
siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar
undang-undang dan sebagainya, hasil atau akibat menghukum.20 Sementara
dalam bahasa  Arab,  hukuman  diistilahkan   kata  ‘iqāb bisa  juga  berarti
balasan.21 Sedangkan dalam bahasa Inggris, hukuman dikenal dengan istilah
“punishment” yang  berarti  hukuman  (law)  atau  siksaan.22 Sedangkan  kata
20Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 360. 
21Ahmad Warson Munaw’wir, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progerif, 
1997), hal. 234.
22John M. Echole dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
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fisik  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  jasmani;  badan.23 Dan
dalam  Kamus  Ilmiah  Populer  fisik  diartikan  jasmani;  raga;  badan;  materi;
benda riil; perangkat keras; berkaitan dengan alam.24 Sementara kata hukuman
fisik dikenal dengan istilah corporal punishment. Dilihat dari makna dasar dari
kata "corporal"  berasal dari bahasa Latin, yakni "corpus", yang berarti badan.
Sedangkan, punishment sendiri  berasal  dari  bahasa  Inggris  yang  berarti
hukuman. 
Adapun yang dimaksud dengan hukuman fisik dalam konteks penelitian
ini  diartikan  sebagai  satu  bentuk  hukuman  dengan  penekanan  pada  adanya
penderitaan  fisik  yang  dirasakan  oleh  santri  guna  mengurangi  atau
menghilangkan perilaku tidak baik yang bertentangan dengan peraturan yang
berlaku, sehingga terbentuk perilaku disiplin pada santri. 
2. Santri 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna santri  adalah  orang
yang mendalami agama Islam; orang yang beribadat dengan sunguh-sungguh;
orang yang saleh.25 Adapun yang dimaksud santri dalam konteks penelitian ini
adalah sebutan  bagi  peserta  didik  yang  menimba  ilmu  pengetahuan  di
pesantren.
3. Perspektif Pendidikan Islam 
Kata  perspektif  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  diartikan
sebagai sudut pandang atau pandangan.26 Sedangkan pendidikan dalam Kamus
utama, 1996), hal. 456.
23Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Op. Cit., hal. 277.
24Partanto et.al., Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 180.
25Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Op. Cit., hal. 878.
26Ibid., hal. 760. 
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Besar Bahasa Indonesia berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang
atau  kelompok  orang  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya
pengajaran dan pelatihan; proses, perbuatan, cara mendidik.27 Sementara kata
Islam dalam Kamus Besar Indonesia berarti agama yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad Saw. berpedoman pada kita suci al-Qur’an, yang diturunkan ke
dunia melalui wahyu Allah Swt.28
Atas dasar tersebut maka yang dimaksud perspektif pendidikan Islam
dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sudut pandang sistem pendidikan
yang  memberikan  kemampuan  seseorang  untuk  memimpin  kehidupannya
sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai
corak  kepribadiannya,  dengan  kata  lain  perspektif  pendidikan  Islam adalah
sudut pandang sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan
yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman
bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi.
Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa bila dalam studi ini disebut
perspektif pendidikan Islam, ini berarti materinya tidak hanya mencakup ilmu-
ilmu  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadits  semata,  melainkan  juga
bersumber  dari  hasil  ijtihad  atau  rasional  thinking  manusia  untuk
menghasilkan  ilmu-ilmu  rasional  (rasional  knowledge),  dan  pengetahuan
buatan  atau  pengetahuan  yang  diperoleh  (acquired  knowledge) baik  yang
melalui  proses  penalaran  yang  mendalam  (contemplative  thinking)  ataupun
27Ibid., hal. 232.
28Ibid., hal. 388.
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melalui penelitian (by research). Karena bersumber dari akal pikiran manusia,
maka kebenaran dari pengetahuan tersebut bersifat relatif, bahkan subjektif.
4. Pesantren 
Pesantren  secara  etimologi  berasal  dari  kata santri yang  mendapat
awala pe- dan  akhiran  -an sehingga  menjadi pe-santria-an yang  bermakna
kata “shastri” yang artinya murid.29 Sementara menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia  makna pesantren adalah asrama tempat  santri  atau tempat  murid-
murid belajar mengaji dan sebagainya; pondok.30
Adapun yang dimaksud pesantren dalam konteks penelitian ini adalah
institusi  pendidikan  keagamaan  Islam  yang  berusaha  melestarikan,
mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap
dan mampu mandiri.
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